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ABSTRAK :  - bahwa dalam rangka penyederhanaan administrasi dalam mekanisme pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau dan memberikan kepastian hukum atas 
penyerahan hasil tembakau, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) dan 
Pasal 13 ayat (1a) huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan dan 
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. Nomor 9 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN 
No. 5069); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Hasil Tembakau adalah Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil 
pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan 
pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. 

Atas penyerahan Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Produsen atau Hasil 
Tembakau yang dibuat di luar negeri oleh Importir, dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 

Atas impor Hasil Tembakau yang memperoleh fasilitas tidak dipungut cukai atau 
pembebasan cukai, dikenai Pajak Pertambahan Nilai impor sesuai ketentuan 
perundangundangan perpajakan. 

Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 

Pemesanan pita cukai Hasil Tembakau yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan 
Menteri ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 62/KMK. 03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak 
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
62/KMK. 03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak 
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. 

    - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2015 dan diundangkan pada 
tanggal 21 September 2015. 

 


